BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 292 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang: -

KABUPATEN MUSI] BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri |

Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jésa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dan Rekomendasi Gubernur Sumatera
Selatan tanggal 18 Januari 2019 Nomor 061/0216/VI/2019
hal Persetujuan Klasifikasi UKPBJ dan Pemetaan Kecamatan,
maka dapat dibentuk UKPBJ Kabupaten Musi Banyuasin;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pérangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin dan pelaksanaan Peraturan
Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah .dan'Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin, diperlukan perubahan organisasi dan uraian -
tugas dan fungsinya guna efektifitas penunjang kinerja pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; |

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana pada huruf a
dan huruf b diatas, perlu menetapkan peraturan bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 56
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas-dan
Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821}); '

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua afas Undang-Undang
Nomor 23 Tahuﬁ 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '20.15' Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56793; | . :

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Ménteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinéan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 'Taihun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah ?rovir;si dan
Kabupaten/ Kota; |

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar
Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah; _

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAJAN TUGAS DAN
FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUS] BANYUASIN
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Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 89)
diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan dalam BAB I, Pasal 1 ditambah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

30.

31.

32.

33.

34.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa oleh pemerintah kabupaten yang dibiayai
oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi

kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik
daerah. | '

Unit Kerja Pengadaan Barahg/Jasa di lingkungah

Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut UKPBJ
Pemerintah  Kabupaten adalah unit kerja pada
Pemerintah Kabupaten yvang menjadi pusat keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa.

UKPBJ Pemerintah Kabupaten sebagai Pusat Keunggulan
Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja yang memiliki
karakter strategis, Kolaboratif, berorientasi pada kinerja,
proaktif, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan
sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai
tambah dan manfaat dalam kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di Indonesia. | |
Kelompok Kerja Pemilihan yang Selanjutnya diSebut Pokja
Pemilihan adalah sumber daya ﬁanusia yang:ditetapkan
oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Kabupaten untuk

mengelola pemilihan penyedia.
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35. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat
fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang,
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

36. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan
pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

37. UKPBJ Daerah Kabupaten adalah Bagian Pengadaan

Barang/Jasa.

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasalfz
{4). Sekretaris Daerah -menyelenggarakan furigsi sebagai
berikut:
w. pelayanan administrasi dan pembinaan pengadaan

barang/jasa di Pemerintah Daerah.

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d
diubah dan ditambah dengan huruf f sehingga berbunyi

sebagai berikut;

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3
(1) Besaran Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri
dari:
b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan
Kesegjahteraan Rakyat, memb_awahi.;n
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi;
a) Subbagian Otonomi Daerah;
b) Subbagian Pemerintahan Umum,;
¢) Subbagian  Pengembangan  Wilayah  dan
| Pembinaan Administrasi Kecamatan/Kelurahan.
2. Bagian Hukum, membawahi:
a) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan;
b) Subbagian Bantuan Hukum;

c) Subbagian Dokumentasi Hukum.
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3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
a) Subbagian Kesejahteraan Rakyat;
b) Subbagian Keagamaan,;
c) Subbagian Sosial Budaya;
4. Bagian Penyeleéai'an ‘ﬁefﬁatasan, membawahi
a) Subbagian Penyelesaian Perbatasan;
b) Subbagian Fisik dan Prasarana;
¢} Subbagian Pengawasan dan Pemeliharaan.
c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan
Pem‘bangunan, membawahi; |
1. Bagian Pembangunan, membawahi;
a) Subbagian Administrasi Pembangunan;
b) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
2. Bagian Perekonbmian, Sﬁmber Daya Alam dan
Kerjasarﬁa Daerah membéwahi;
a) Subbagian Perekonomian;
bj Subbagian Sumber Daya Alam,; |
c) Subbagian Kerjasama Daerah dan Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD).
3. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi;
a} Subbagian Tata U‘saha;
b) Subbagian Rumah Tangga:;.
c) Subi:;agian Analisis Kebutuhan, Perlengkapan
dan Aset Sekretariat Daerah; |
d) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.
4. Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, membawabhi;
a) Sﬁbbagian ‘ Pengelolaan | Pengadaan
Barang/Jasa;
b) Subbagian _‘Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara E'Iekﬁronik; ' |
c) Subbagian  Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa. |
d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi
Umum, merﬁbawahi;
1. Bagi‘an Protokol, membawahi:
a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan

b) Subbagian Tata Acara dan Upacara;
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c) Subbagian Pelayanan Keprotokolan;
2. Bagian Organisasi, membawahi;
a} Subbagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
¢) Subbagian Kelembagaan.
3. Bagian Keuangan, membawahi;
a} Subbagian Perencanaén dan Anggaran;
b) Subbagian Verifikasi dan Pembukuaﬁ.;
c) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan..
4. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi,
a) Subbagian Kebijakan Publik;
b) Subbagian Pengolahan Data dan Informasi
Publik; |
¢} Subbagian Hubungan Publik.

f. Kelorhpok Jabatan Fungsional

4. Ketentuan Alenia Kedua Bagian Kesatu Asisten I Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pasal S5 dan Pasal 6
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Alenia Kedua
ASISTEN-ASISTEN
Bagian-Kesatu
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
'DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pasal 5
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rék;fait, mempunyal @ tugas rielakukan
pembinaan pvs:nyr—:1engeu‘aanb pemerintahan dan
mengkoordinasikan masalah Tata Pemerintahan, Hukum,
-K-esejahteraan Rékyat, dan Pgnyelesa.iah Perba-tasan,
Pengawasan Internal (Inspektorat), Keper_ldudﬁkan dan
Pencatatan Sipil, Keamanan dan Keteftiban (Satuan Polisi
Pamong Praja), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),
Kesatuan  Bangsa  dan Politik, Bantuan  Sosial,
Pehang_gulangan Bencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
Kependidikan dan Kebudayaan, Sekretariat ~DPRD,

Pemberdayaan Masyarakat dan Désa, Keluarga Berencana
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dan Pemberdayaan Perempuan, Kesehatan serta
Pemerintahan Kecamatan, selain itu melakukan koordinasi
dengan instansi vertikal yaitu Kantor Kementerian Agama,

Kantor Pertanahan Nasional, Kodim serta Polres Muba.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang
administrasi pemeriﬁtahan, hukum, penyelesaian
perbatasan, dan keseja'hteraan rakyaf serta SKPD terkait;

b. pengoordinasian pelaksaﬁaan tugas satuan kerja
perangkét daerah di bidang administrasi pemerintahan,
hukum, penyelesaian perbatasan, dan kesejahteraan
rakyat serta SKPD terkait; -

c. pembinaan  administrasi ~ pemerintahan,  hukum,
penjrel‘esaian perbatasan, d‘én kesejahteraan rakyat serta
SKPD terkait;

d. pemantauan dan evaluasi administras pelaksanaan
kebijakan administrasi pemerintahan, hukuﬁ, penyelesaian
perbatasan, dan kesejahteraan rakyat serta SKPD terkait;

e. penetapan perumusan bahan kebijakan pengkoordinasian;
pelaksaﬂaan visi, misi sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. perumusan Rencana | Strategis (RENSTRA), Rencana
Kinerja (RENJA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);

h. perumusan bahan LPPD, LKPJ, LKjIP, dan segala bentuk
pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;.

i. perumusan bahan kebijakan pemerintah kabupaten dan
mengkoordinasikan  bidang pemerintahan, hukum,
penyelesaian perbatasan, dan kesejahteraan rakyat;

j.  pengendalian dan pengarahan tugas bidang pemerintahan,
penyelesaian perbatasan, kesejahteraaﬁ rakyat dan hukum,;

k. perumusan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) dan
Laporan Pertangungjawaban Bupati (LKPJ) ‘dan Sekretariat
Daerah dan Tingkat Kabupaten;

1. pengkoordinasian fésilitasi - pembangunan lintas
sektoral/lintas daerah bidang pemerintahan, penyelesaian

perbatasan, lies_éjaht@raan rakyat dan hukum;



-8 -

m. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari
altematif pemecahannya;

n. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan Tfingkup tugasnya sebagai pedoman
dalam pélaksanaan tugas; |

o. pembagi tugas, pemberi petunjuk, penilai dan pengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

p. penjabaran instruksi tentang perintah dari atasan,
petunjuk teknié, peratﬁran perdndaﬁg-undangan dengan
mempelajari, memadukan serta memahami instruksi
maupun perintah dari atasan sehingga pelaksanaan
kegiatan dapat berj.alan lancar;

q. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusuhan program dan petunjuk teknis serta
memantau  penyelenggaraan  pengawasan  intemal
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

r. pengkoordinasian dalam merumuskan béhan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau:
penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil;

s. pengkoordinasian dalam merumuskan bahan
kebij.aksanaan penyusunan program dan fnetunj_uk teknis
serta memanfau penyelenggaraafl keamanan dan
ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja);

t. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dén petunjuk teknis serta mernantéu
penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);

u. pengkoordinasian dalam perufnusah bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk  teknis serta
memantau penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik;

V. pengkooz:'dinasian dalam perumusan bahan kebijakan

' penyusunan program dan petunjuk teknis serta
merhantau penyelenggaraan bantuan sosial;

w. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis éerta memantau

penyelenggaraan tenaga kerja dan transmigrasi;



aa.

bb.

CccC.

dd.

cc.
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pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan;
pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis | serta
memantau penye’[enggéraan Sekretariat DPRD Kabupaten
Musi Banyuasin;

pengkoordinasian - dalam perurhusan bahan kebijakan
penjrusunan program dan petunjuk teknis serta memantau
penyelenggaraan pemberdayaan rhasyarakat dan desé;
pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
f)enyusunan program dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan;

pengkoordinasian dalam perumusah bahan kebijakan
penyusunan prograrri dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan kesehatan;

pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijaksanaan
penyusunan ﬁrogram dan petunjuk teknis serta
memantau penyélenggaraan pemerintahan kecamatan;
pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin, Kantor
Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin, Kodim
Kabupaten Musi Banyuasin dan Polres Kabupaten Musi
Banyuasin; | |

pemberian penilaian pekerjaan kepada para Kepala
Bagian yang dibawahinya dengém cara méngisil nilai
realisasi pada sasaran kerja pegawai guna rhengetahui
kinerja pegawai, serta untuk kepentingan pengembangan
karir daﬁ. admiﬁistrasi kepegawaian; '
pelaksanaan Iai:roran hasil‘ pelaksanaan tugas Sekretaris
Daerah Kabupaten untuk diketahui pertanggu-ngjawaban

pelaksanaan tugas dan mendapat petunjuk lebih lanjut;

. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris

Daerah Kabupaten sebagai bahan masukan untuk

menentukan kebijaksanaan lebih lanjut;

hh. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada

atasan; dan
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ii. ‘pela.ksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Ketentuan Alenia Kedua Bagian Kedua Asisten II Bidang
Perekonomian dan Pembangunan Pasal 7 dan Pasal 8 diubah
sehingga berbunyi sebagat berikut:

Bagian Kedua
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN
DAN PEMBANGUNAN

Pasal 7

Asisten’ Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan
Pembangunan, mempunyai tugas melakukan pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan dibidang pembanguriarn,
perekonomian dan sumber daya alam, wumum dan
perlengkapan, pengadaan barang/jasa, tata usaha staf ahli
serta bidang perencanaan pembangunan daerah, PU dan
penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman,
perikanan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,
lingkungan  hidup, penelitian dan pengémbéngan,
perkebunan, perdagangan dan perindustrian, pemuda,
olahraga dan pariwisata, perhubungan, komuﬁikasi‘ dan
informatika, tanaman _parigan,: holtikultura dan peternakan,
ketahanan pangan, pembinaan BUMD, selain itu melakukan
koordinasi dengan instansi vertikal Badan Pusat Statistik
dan BUMN;

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pengembangan

Perekonomian dan Pembangunan, menpﬁnyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan  di 'bidang pembangunan,
perekonomian dan sumber daya alam, kerjasama daerah,
umum dan perlengkapan, pengadaan barang/jasa serta
pembinaan BUMD; |

b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang
pembangunan, -perekdnomian dan sumber daya alam,
kerjasama daerah, umum dan perlengkapan, pengadaan

barang/jasa, tata usaha staf ahli serta pembinaan BUMD;
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penyelenggaraan kebijakan bidang pembangunan,
perekonomian, sumber daya alam, kerjasama daerah,
umum dan perlengkapan, pengadaan barang/jasa serta
pembinaan BUMD;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya
alam, kerjasama daerah, umum dan perlengkapan,
pengadaan bara.ng-/ja‘sa serta pembinaan BUMDy
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya; 4
penetapan perumusan . bahan 'kebijakan
pengkoordinasian antar SKPD dan instansi terkait
lainnya;

pelaksanaan visi dan misi sesuai dengan lingkup
tugasnyé; ‘

perumusan Rencana Strategié (RENSTRA),‘ Rencana
Kinerja (RENJA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
perumusan bahan LPPD, LKPJ, LKjIP, dari segala bentuk
pelaporah lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
perumusan bahan kebijakan pemerintah kabupaten
bidang pembangunan, perekonomian, sumber daya alam,
kerjasama daerah, umum dan perlengkapan, pengadaan
barang/ j:asa serta pembinaan BUMD;

pengkoordinasian, mengendalikan dan mengarahkan
pelaksanaan tugas Bagian Pembangunan, Bagian
Perekbnomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Umum
dan Perlengkapan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa serta
pembinaan BUMD; | | '
perumusan bahan kebijakan pelaksanaan monitoring,
pengendalian serta evaluasi terhadap prograrﬁ dan
kegiatan dalam tahap‘ perencanaan dan pelaksanéan di
lingkungan pemerintah kabupaten; _

. pengkoordinasian fasilitasi dan :koordinasi pembangunan
lintas sektoral daerah bidang administrasi perékonomian
dan pengendalian pembangunan;

pengevaluasian 'pel‘aksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di Iifl_gkup tugasnya ser‘ta miencari

alternatif p@meéahannya;
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pelaksanaan ketentuan yang berlaku yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan; |

pembagi tugas, pemberi petunjuk, penilai dan
pengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang
berléku;.

pengkoordinasian dalam perurhusan bahan kebijakan
penyusunan program dan i)etunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan perencanaan pembangunan
daefah;

pengkoordinasikan daiam perumusan bahan- kebijakan
penvusunan program dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan pekerjaan umum dan
penataan ruang serta perumahan dan kawasan
pemukiman; | ‘

pengkoofdinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusuhan program dén petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan urusan perikanan;

. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penjrusunan program dan petunjuk- teknis serta
memantau penyelenggaraan koperasi, usaha mikro, kecil

dan menengah serta pengelolaan pasar;

pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan_f

penyusunan program dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan lingkungan hidup, penelitian
dan pengembangan;

. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta
merﬁantau penyelenggaraan perkebunan;.
pengkooi;dinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penjrusuném program dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan perdagangan dan

perindustrian;



aa.

bb.

CC.

dd.

ce.

ff.

gg.
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pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan pariwisata, pemuda dan
olahraga,;

pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dan petuhjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan perhubungan, komunikasi
dan informatika; .
pengkooi‘dinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraan pertanian tanamén pangan,
holtikultilra dan peternakan;

pengkoordinasian dalam perumusan 'bahan, kebijakan
penjrusunan program dan petunjuk teknis serta
memanté.u penyelenggaraan ketahanén péngan;
pelaksanaan koordinasi dengan instansi vertikal Badan
Pusat Statistik (BPS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
pemberian penilaian pekerjaan kepada para Kepala
Bagian yang dibawahinya dengan cara mengisi nilai
realisasi pada sasaran kerja pegawai guna fnengetahui
kinerja pegawai, serta untuk kepentingan pengembanga:n'
karir dan administrasi kepegawaian;

pelaksanaan laporan hasil pelaksanaan t.u.gasf Sekretaris
Daerah Kabupaten untuk diketéhui perténggungjawaban
pelaksanaan tugas dan mendapat petunjuk lebih lanjut;
pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
Daerah Kabupaten sebagai bahan masukan untuk
menentukan kebijaksanaan lebih lanjut;

penjrampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada

atasan; dan

hh. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.
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6, Ketentuan Alenia Kedua Bagian Ketiga Asisten II Bidang
Administrasi Umum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Pasal 9
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum,
mempunyai - tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan
permeriritahan dibidang keprotokolar, organisasi, keuarigan,
dan hubungan masyarakat serta bidang-bidang kepegawaian
dan pengembangan sumber daya manusia, perpustakaan,
arsip. dan dokumentasi daerah, pengelo.léan pajak dan
retribusi daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah,
penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu serta
melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, yaitu
Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Agama Sekayu,
Kejaksaan Negeri Sekayu, Rumah; 'Taﬁanan, Ka_ntor
Pefbendaharaan Negara dan Kantor Peiayarian Pajak

Pratama;

Pasal 10 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana -dimaksud ‘.dalam

Pasal 9, Asisten Seckretaris Daerah Bidang Administrasi

Umum, mempunyai fungsi: . |

a. penyusunan kebijakan di  bidang | keprotokolan,
| organisasi, keuangan dan hubungan masyarakat;

b. pelaksanaan koordinasi dan 'f’as'ﬂitasil keprotokolan,
organisasi, keuéngan dan hubuhgan masyarakat;

c. penyelenggaraan  kebijakan bidang  keprotokolan,
organisasi, keuangan dan hubungan masyarakat;

d. pernantaluan dEan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang  keprotokolan, organisasi, keuangan dan
hubungan masyarakat;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuat
dengan t'ugas dan fungsinya.

f. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan
pengkoofdinasian antar SKPD dan instaqsi terkait

lainnya;
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pelaksanaan visi dan misi sesuai dengan lingkup
tugasnya,

perumusan Rencana Strategis (RENSTRA}, Rencana
Kinerja (RENJA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);
perumusan bahan TPPD, TKPJ, TKjIP, Perjanjian Kinerja
dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan
lingkup tugasnya; . _

perumu'éa’n bahan kebijakan pemerintah kabupaten dan
mengkoordinasikan bidang keprotokolan, organisaéi,
keuangan dan hubungan masyarakat;

pengendélian dan Pengarahan pelaksanakan tugas
Bagian Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan
dan Bagian Hubungan Masyarakat; |
perumusan Laporan Kinerja Instahsi Pemerintah dan
Penetapan Kinerja Tingkét Sekretariat Daerah dan
Tingkat Kabupéten; | - |

. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta
memantau penyelénggaraan kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;

. pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis serta
memantau pen:yelenggaraan pendapatan, pajak daerah
dan retribusi daerah, pengelola keuangan dan aset
daerah; |

pengkoordinasian dalam perumusan bahan kebijakan
penyusuvnan program dan petunjuk teknis serta
memantau penyelenggaraén perpustakaan, arsip dan
dokumentasi daerah,; _‘

pengkoordinasian dalam perufnusain bahan kebijakan
penyusunan program dan petunjuk teknis  serta
memantau penyelenggaraan penanaman modal dan
pelayanan periéinan satu pintu;

pelaksanaan koordinasij denganl instansi  vertikal
Pengadilan Negeri Sekayu, Pengadilan Agarﬁa Sekayu,
Kej‘aksaén Negeri 'Sékayu, Rumah 'Tahanah 'S‘ékayu,
Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Pelayanan

Pajak Pratama;
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perumusan sasaran operasional program dan kegiatan
berdasarkan data dan perkembahgan yang ada sehingga
mempermudah pelaksanaan kegiatan;

pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan para kepala
bagian yang dibawahinya me’lal'ﬁi' rapat te‘kni’s,"‘konsul'tas‘i'
antar personal sehingga terjadi kerjasama yang baik
dalam pelaksanaan kegiatan;

pengawasan p‘enyélen'gga‘raan kegtatan yang
dilaksanakan oleh kepalé bdgian- yang dibawahinya
melalui pemantauan lapangan dan kunjungan kerja
untuk mengetahui perkembangannya serta permasalahan
yang mungkin timbul;

pengkoofd'i'nasian dan perumusan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban ‘Bupéti di bidang pélaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
pengeval'uasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang umum
dan perlengkapan, organisasi, keuangan dan
keprotokolan berdasarkan data serta lapofan yéng masuk
sebagai bahan: masukan penyémpurnaan perencanaan
yang akan datahg;

pembinaan kepada bawahan dan instansi yang berada
dalam binaannya dengan cara memberikan arahan guna
meﬁingkatkan kinerja; |
pemberian penilaian pekerjaan kepada para kepala
bagian yang dibawahinya melalui pengisian maupun
pencatatan dalam sasaran kinerja pegawai dalam upaya
peningkétan prestasi dan disiplin pegawai; |
penjrampaian séran dan pertimbangén kepada sekretaris
dae;."ah sebagai bahan masukan untuk menentukan
kebijakan lebih lanjut;

penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada
atasari; | ‘ ,
pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang dibérikan oleh

pimpinan.
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7. Ketentuan Alenia Keempat Bagian Dilingkungan Asisten
Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat dalam Bagian Kesatu Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19,
Bagian Kedua Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut: |

Bagian Kesatu

Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 17
Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas merumuskan
kebijakan, melaksanakan pengkoodinasian, pembinaan
administrasi, monitoring dan evaluasi dibidang
penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, |
pengembangan wiléyah, pembinaan administrasi kecamatan
dan kerjasama d—éerah serta fasﬂitasi penyediaan tanah
untuk kepentingan umum dan se'ngketa pertanahan

kepentingan umum.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pemberian saran
pertimbangan dalam rangka pembinaan administrasi
otonomi daerah, pemerintahan umﬁm dan pembinaan
administrasi kecamatan/ keiurahan; |

b. pelaksanaan pembinaan; sosialisasi, konsultasi,
supervise, monitoring dan evaluasi serta pengawasan
penyelenggaraan urusan otonomi daerah, perherintahan
umum, - dan _ ﬁembinaan administrasi
kecamatan/kelurahan;

c. pengkoordinasian dan konsultasi dengan
lembaga /instansi lain :dibi'd:ang penyel'enggaraén ofonomi
daerah, pemerintahan umum, dan pengembangan wilayah;

d. perumusan dan penganalisisan penyusunan pedoman
dan petunjuk' teknis penyelengaraan pemerintahan
kecamatan;

e. pengkoordinasién pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada);
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pelaksanaan fasilitasi koordinasi Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimda};

perumusan dan penganalisaan data dalam rangka
pembinaan administrasi dan perangkat wilayah kecamatan

dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan umurm;

perumusan dan penganalisaan penyusunan pedoman

dan petunjuk teknis administrasi kewilayahan;
pelaksanaan penataan, pembenfuka-n, penghapusan dan
penggabﬁngan wilayah adrriinistrasi pemerintahan
kabupatén, kecamatan; '

pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan dalam mengambil keputusan sesuai
dengan bidang tugasnya;

pelaksanaan  fasilitasi penyediaan tanah  untuk
kepentingan uwmum dan koordinasi fasilitasi sengketa
pertanahan kepentingdn umum, dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan.

Pésal 19
Subbagian Otonomi Daerah mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. menyusun program kerja Subbagian Otonomi Daerah
wuntuk acua‘ﬁ Apelak'sa'naan tugas; , .
b. menyusun data permunjang pencalonan, pelantikan,

pemberhentian dan pensiun Bupati dan Wakil Bupati;

c¢. memfasilitasi kelengkapan admnistrasi, pengusulan

penertiban - Keputusan Gubernur  tentang
Pengangkatén /Pemberhentian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum dan
Pengganti Antar Waktu;

d. mengkoordinasikan, menyusun dan menyampaikan
Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah,
Lapofan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dan
Laporan Harian Bupati;

e. memfasilitasi, menyiapkan bahan perumusan
kebijakan kewenangan  pendelegasian sebagian
kewenangan Bupati ke.pada Kecamatan dalam bentuk

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
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melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Tata Pemerintahan Umum mempunyai tugas

(3)

sebagai berikut:

a.

h.

menyusun program Kkerja Subbagian Pemerintahan
Umum untuk aeuaﬁ pelaksanaan tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Instansi Vertikal di
daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan
umum; | |

memfasilitasi administrasi dan koordinasi Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah; |
melaksanakan koordinasi 'pelaksanaan Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

ﬁlenjiapkan bahan, koordinasi dalam rangka
pelaksanaan kegiatan HUT Kemerdekaan RI dan HUT
Musi Banyuasin; |
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

melaksanakan fasilitasi penyediaan tanah untuk
kepentingan umum;

melaksanakan kdordinasi fasilitasi penyelesaian
sengketa pertanahan untuk kepentingan umum; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh piméinan.

Subbagian Pengembangan Wilayah dan Pembinaan

Administrasi Kecamatan/Kelurahan, mempunyai tugas

sebagai berikut:

a.

menyusun program kerja Subbagian Pengembangan
Wilayah dan pembinaan administrasi kecamatan/
kelurahan, untuk acuan pelaksanaan tugas;
menj*usun program dan petunjuk teknis administrasi
kewilayahan;

mengumpulkan bahan pelaksanaan koordinasi dan
penyusunan kebijakan dibidang pengembangan
wilayah dan pembinaan administrasi

kecamatan/kelurahan;



- 20 -

d. menyiapkan bahan, koordinasi dan fasilitasi dibidang
pengembangan wilayah dan pembinaan administrasi
kecamatan/kelurahan meliputi pembentukan/
pemekaran, penghapusan atau penggabungan dan
perubahan status wilayah pemerintahan;

e. menyiapkan bahgn dan data dalarh rangka
melaksanakan koordinasi, mo.nifo.ring dan evaluasi
kinerja kecamatan;

f. melaksanakan pengumpulaﬁ dan péngolahan data
dalam rangka pembinaan administrasi dan perangkat
wilayah kecamatan dalam menyelenggarakan tugas
peme_r'intaha{n umuimn; .

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksénaa_n
tugas; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Bagian Hukum

Pasal 20
Bagian Hukum, mempunyai tugas melaksanakan dan
mengkoordinasikan  perumusan - peraturan  perundang-
uridarigan, telaaharn, mémberikarn bantuan  hukum,
mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum;
Pasal 21 |
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Bagian Hukum mempunyai fungsi:
a. pengkooerdinasian Rumusan Peraturan Daerah, Peratiiran
Bupati dan Keputusan Bupati; |
b. penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dan menyiapkan bahan Rancangan
Peréturan Daeréh;
c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum
kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah

hukum yang timbul dalam melaksanakan tugasnya;
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penghimpunan Peraturan Perundang-undangan,
melakukan publikasi produk hukum dan melakukan
dokumentasi hukum;

perencanaan operasional program kerja Bagian Hukum
sebagai pedoman pelakéanaan tugas; |
pengkoordinasian pemaduserasian penyuéunan rencana
strategis dan rencana kerja urusan Bagian Hukum;
penghimpunan bahan penyusunan rencana strategis dan
rencana kerja urusan Bag1an Hukum; _
penghlmpunan bahan- bahan Bag1an Hukum sebagal'
bahan LKPJ akhir tahu.n akhir masa jabatan bupati; '
perumusan rencana operasional penyelenggaraan urusan
bagian hukum skala kabupaten;-

penyelenggaraan urusan bagian hukum; .
penghimpunan 'bahan:penyusunan kebijakan: dan atau
peraturah lainnya umsan bagian hukum;

pelaksanaan koord‘inaéi perumusan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;

. penyelenggaraan harmonisasi peraturan daerah dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
penyelenggaraan harmonisasi produk hukum daerah
antar bagian .urusan pemerintahan dalam wilayah
kabupaten dengan pemerintah dan pemerintah daerah
provinsi; _ | _
pembuatém kajian/telaahan staf suatu usulan produk
hukum daerah, materi hukum bantuan hukum sebagai
bahan/dasar untuk mengetahui substansi,‘ maksud,
tujuan yang hendak dicapai dari suatu produk hukum
daerah; |
penyelia produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan
Daerah, -Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi
Bupati, Perj.anjian Kerjasama/Keputusan Bersama sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk kebutuhan tertib
hukum dan administraéi dalarh penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

pelaksanaan konsultasi dengan lPemerintah . Pusat,

Pemerintah Provinsi méngenai Raperda agar tidak terjadi
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kesalahan/pertentangan produk hukum dapat
dilaksanakan;

pelaksanaan koordinasi antar Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk produk hukum yang mempunyai
dampak atau melibatkan kabupaten/kota lain, agar
mempunyal pemahaman yang sama terhadap produk
hukum yang dihasilkan; .
pelaksaﬁaa'n koordinasi dengan wunit kerja / SKPD
pengusul produk hukum dan instansi lainnya yang
terkait untuk membangun persepsi sama terhadap
substansi produk hukum;

penyusunan pengajuan peraturan daerah kepada DPRD;
pelaksanaan  Kkoordinasi pembahasan rancangan
Peraturan Daerah dengan DPRD agar pembahasan
berjalan éfektif dan efisien;

penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi produk
hukum daerah;

penyelenggaraan dokumentasi produk hukum daerah;
pelaiksanaan koordiriasi penelaghan dan evaluasi
pelaksanaan  peraturan perundang-undangan dan
menyiapkan bahan rancangan produk hukum daerah;
pel‘éksanaan koordinasi penyiapan bahan pertimbangan
dan bantuan hukum dalafn pelaksanaan tugas
pemerintahan kabupaten;

penyelenggaraan penghimpunan peraturan perundang-
undangan; _

penyelenggaraan publikasi prodl.:lk hukum daerah;
pelﬁksanaan koordinasi pengkajian ulang produk-produk
hukum pemerintah kabupaten; |

pelaksanaan koordinasi penyusunan produk hukum
dengan unit terkait di lingkungan pemerintah kabupaten;
pelaksanaan  koordinasi  pengkajian  penyelesaian
sengketa atau perkara pemerintah kabupaten;
penghimpunan bahan-bahan perencanaan- kegiatan,
evaluasi dan laporan hasil kegiatan,; 7 '
penghimpunan, pengolahan dan penganalisisan data

serta data hasil penyajian;

. penghimpunan bahan laporan akuntabilitas kinerja;
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pengelolaan dan pelaksanaan administrasi ketatausahaan
di lingkup tugasnya;

pelaksanaan pengawasan melekat di lingkup tugasnya,
pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi
permasalahan di liiﬂgkup‘ tugasnya -serta mencari
altematif pemecahannya; '

pelaksanaan mempelajari, memahami dan melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang berkaaitan dengan
bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
peléksanaan pemberian saran dan pertimbangan teknis

kepada atasan;

mm. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan

nn.

GO.

pPP.

(1)

tugas dapat berjalan lancar sesua@ dengan ketentuan

yang berlaku; |

pemberian petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan

yang beﬂaku;

penilaian hasil kerja bawahan dengan memonitor dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk Eahan pertimbangan

karier, dan '

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh

pimpinan. |
. Pasal 22

Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempurnyai

tugas sebagai berikut ; |

a. menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi
atasan; | ‘

b. membagi tugas kepada bawahan dan memonitoring
pelaksanaan tugasnya;

c. memberi petunjuk pelaksanaan kerja  kepada
bawahan; _

d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis di bidang penyusunan produk hukum
daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, Keputusan Bupati, dan produk hukum
daerah lainnya;’

e. ﬁlengumpulkan bahan perumusan penyusunan

produk hukum daerah yang terdiri :dari Peraturan
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Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan
produk hukum daerah lainnya;

menyusun rancangan produk hukum daerah yang
terdiri dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,
Keputusan Bupati, dan produk hukum daerah
lainnya; .
melaksanakan fasilitasi penetapan produk hukum
daerah yang terdiri dari Peraturan Daerah, Peratu-ran
Bupaﬁ, Keputusan Bupati, dan produk hukuﬁl
daerah lainnya; . |
melaksanakan penyiapan Rancangan 'Peraturan
Daerah, yang akan disampaikan kepada DPRD; |
menyiapkan bahan penyusunan Program Legislast
Daerah; ‘
mempelajari pedoman dan petunjuk téknis‘ di bidang
penelitian péngolahan data hukum dan ‘peratura'n
perundang-undangan yang berhubungan - dengan
tugas pemerintah daerah;

memantau perkembangan hukl;lm dan peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan
kewenangan pemerintah daerah;

meny‘iapkan. bahan dalam penyusunan konsep
jawaban terhadap pembahasan R:ancangan Peraturan
Daerah; |
menyiapkan bahan kajian untuk keserasian antara
peraturan daerah dengan peraturan pemndang-
undangan yang lebih tinggi; | :
melakukan evaluasi perundang-undangan;
melaksanakan tﬁgas | kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas sebagai

berikut:

a.

menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi
atasah; '

membagi tugas kepada bawahan dan memonitoring
pelaksanaannya; |

memberi petunj,uk pelaksanaém kerja kepada

bawahan;
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menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan bidang bantuan hukum;

mencari, me:ngumpulkan, menghimpun dan mengolah
data dan informasi vang berhublingan dengan bidang
bantuan hukum;

menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis di bidang bantuan hukum; .
menginventarisasi permasalahanl yang bei‘hubungén
dengan bidang bantuan hukum dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah;

mengikuti perkembangan kasus hukum yang
fnenyangkut tugas atau gugatan terhadap ﬁemerintah
daeréh;

memberikan bantuan hukui‘n di dalam maupun di
luar pengadilan kepada pemerintah dan atau pegawéi
di lingkungan pemerintah daerah yang ‘tersan_gkut
perkara sehubungan dengan pelaksanaan tugas
kedinasan; | | |
menyiapkan bahan dan memberikan penyﬁluhan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang
menyangkut bidang tugas pemerintah daerah; |
menyiapkan konsep surat " kuasa untuk mewakili
pemerintah daerah dan atau pegawai di lingkimgan
pemérintah daerah dalam penyel‘ésaian' perkara; |
ﬁlelaksanakan penyelesaian ‘perspalan-persoala{n
hukum yang menyangkut bidang tugas bemerintah

daerah;

. melaksanakan tugas: kedinasan lainnya yang

diberikan oleh pimpinan.

(3). Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas

sebagai berikut:

a.

menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi
atasan;
membagi tugas kepada bawahan dan memonitoring

pelaksanaannya;
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